
PERATURAN DESA KARANGGEDON: 

NOMOR 3 TAHUN 2023 

TENTANG 

PUNGUTAN DESA KARANGGEDONG 

KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG 

VWADAB BHUMI PHALA 

KABUPATENNTEMANGGUNG 

PEMERINTAH DESA KARANGGEDONG 
KECAMATAN NGADIREJO 

KABUPATEN TEMANGGUNG 
TAHUN 2023 



KABUPATEN TICMANGUNG 
KECAMATAN NGADIREJO 

Menimbang 

PERATURAN DESA KARANGGEDONG 
NOMOR3 TAHUN 2023 

TENTANG 

PUNGUTAN DESA KARANGGEDONG KECAMATAN NGADIREJO 

KABUPATEN TEMANGGUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA KARANGGEDONG, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 

ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nomor 46 

Daftar Kewenangan Tahun 2018 tentang 

C. 

Desa di Kabupaten Lokal Berskala 

Temanggung, Desa dapat melaksanakan 

dalam rangka peningkatan 

Desa. sesuai dengan Pendapatan Asli 

kewenangan Desa berdasarkan peraturan 

dan pungutan perundarng-undangan 

tersebut ditetapkan dalam peraturan Desa; 

b bahwa dalam rangka memberikan jaminan 

kepastian dan perlindungan hukum 

terhadap pelaksar:aan kegiatan pungutan di 

tertib dan transparan, Desa Secara 

pelaksanaannya 

Peraturan Desa; 

bahwa 

perlu diatur 

berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf 

b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa 

Karanggedong tentang Pungutan Desa 

Karanggedong Kecamatan Ngadirejo 

Kabupaten Temanggung: 

pungutan 

dalam 



Mengingat 1, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Dacrah- Daerah 

Kabupaten dalarm Lingkungan Provinsi 
Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 

3. 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tarmbahan 

Republik Indonesia 
Lembaran Negara 

Nomor 5495) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

Peraturan 2023 tentang Penetapan 

Pemerintah 

6 Tahån 2014 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Pengganti Undang-Undang 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Negara Republik Tambahan Lembaran 

Indonesia Nomor 6856; 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Indonesia Nomor 5587) 
Republik 

sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nornor 6856; 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20 14 

tentang Administrasi Peinerintahan 

(Lembaran Negara 

tahun 2014 

Lembaran 

Republik Indonesia 

Tambahan 292, 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah 

dengan beberapa kali terakhir dengan 

Nomor 



5. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penctaparn Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang 
Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856; 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 
Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

2014 Tahun Nomor 123, Indonesia 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

Kedua Atas 2019 tentang Perubahan 

Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun 

2014 
Pelaksanaan tentang Peraturan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

2019 Tahun 

tentang Peraturan 

Nomor 

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 

Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis 

Peraturan di Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

Tahun 

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 

Pedoman 2014 tentang 

Pembangunan Desa (Berita Negara Republik 

2014 Nomor 2094) Indonesia Tahun 

telah diubah dengan sebagaimana 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611): 

41, Indonesia 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6321); 



8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Dacrah Tertinggal dan Transnigrasi Nornor 
1 Tahun 2015 tentang Pedornarn 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul 
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa 

(Berita Negare Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 158); 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 

Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1037); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 611); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 

Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber 
Pendapatan Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 
47); 

13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 
Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangar1 

Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa di 

Kabupaten Temanggung (Berita Daerah 

Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 

47); 

14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 

Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan 
Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Temanggung Tahun 2018 Nomor 49); 

15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 

Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 



Temanggung Tahun 2018 Normor 51] 
scbagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Bupati 

Temanggung Nonor 63 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Kcdua Atas Peraturan Bupati 

Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Temanggung 

Tahun 2020 Nomor 63); 

Menetapkan 

16. Peraturan Desa Karanggedong Nomor 3 
Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi 
dan Tata Kerja Pemerintah Desa 

Karanggedong (Lembaran Desa 

17. Peraturan Desa Karanggedong tentang 
Pengelolaan Kekayaan Desa Nomor 4 Tahun 

2017 (Lembaran Desa Karanggedong Tahun 
2017 Nomor 4); 

18. Peraturan Desa Karanggedong Nomor 3 
Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa 

Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa; 

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGGEDONG 

dan 

KEPALA DESA KARANGGEDONG 

MEMUTUSKAN: 

: PERATURAN DESA 

PUNGUTAN DESA KARANGGEDONG 

NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

KARANGGEDONG 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 
1. Desa adalah Desa Karanggedong. 

TENTANG 

KECAMATAN 

Karanggedong Tahun 2017 Nomor 3); 



2. 

3. 

4 

5. 

6 

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebaya 
unsur penyelenggara Pemerintahan Dcsa. 

Demerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pernerintahar, 

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kecamatan adalah Kecamatan Ngadirejo. 

Camat adalah Camat Ngadirejo. 
Kepala Desa adalah Kepala Desa Karanggedong. 

7 Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Karanggedong. 
Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah BP 

Karanggedong merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam 
penyelenggaraan Pemerintah Desa. 

a Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat 

yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat 

strategis. 

10. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber asli pendapatan Desa dan 
bantuan Permerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, 
sumbangan pihak ketiga, dan pinjaman Desa. 

11. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa. 
12. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa. 
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama 
BPD. 

14. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh 

Kepala Desa yang bersifat penetapan dalam rangka melaksanakan 

Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB 
Desa adalah rencana operasional tahunan dari program 

pemerintahan dan pembangunan Desa yang djabarkan dan 
diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung 
Perkraan, target, pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja 
Desa. 

16. Pungutan Desa adalah segala pungutan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Desa terhadap masyarakat, baik berupa uang maupun 
benda dan atau baran1g berdasarkan pertimbangan kemampuan 

Sosial ekonomi masyarakat di Desa. 



17. Pengawasan erhadap pungutan Desa adalah suatu proses kegiatan 
Vang ditujukan untuk menjamin agar pungutAn Desa dapat herialan 

scsuai dengan rcncana dan ketenluan yang telah ditctapkan. 

18 Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas 
kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. 

19. Kendaraen bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh 
peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berialan 

diatas rel. 

20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan aslí 

milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau 

perolehan Hak lainnya yang sah. 

21. Tanah Kas Desa adalah tanah milik Desa yang terdiri dari tanah 

bondho desa dan tanah bengkok. 

22. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu 

sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta 

hubungan kerja. 
23. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah 

Badan usaha Milik Desa Karanggedong. 

Desa. 

BAB II 

Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah memberikan landasan 

dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pungutan 

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP 

Pasal 2 

di Desa; dan 

Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah: 

a. mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan 

b. meningkatkan pendapatan asli Desa. 

Pasal 4 

Prinsip ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah pclaksanaan penarikan 

Pungutan yang transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 



BA
B 

III 

JE
N

IS 
PU

N
G

U
TA

N
 

D
ESA

 

Pasal 
5 

a. pungutan 

yang 

berasal 

dari 

pcnyew
aan 

aset 

yang 

belum
 

dipungut 

oleh 

pem
erintah 

sesuai 

peraturan 

perundang-undangan 

yang 

berlaku; 

Jenis 

pungutan 

D
esa 

yang 

dapat 

dipungut 

oleh 

Pem
eriritah 

Desa 

adalah: 

b. pungutan 

lainnya 

yang 

sah 

dan 

sesuai 

dengan 

peraturan 

perundang 

undangan 
yang 
berlaku. BAB 

IV 

O
BJEK

 
PUNGUTAN 
DESA Pasal 

6 

dipungut 

oleh 

pem
erintah 

sesuai 

peraturan 

perundang-undangan 

(1) 

Onjek 

pungutan 

yang 

berasal 

dari 

penyewaan 

aset 

yang 

belum
 

yang 

berlaku 

yaitu 

pungutan 

terhadap 

sew
a 

aset 

perundang-undangan 

yang 

berlaku 

adalah 

pungutan 

terhadap 

penggunaan 
air 

bersih 

dan 

iuran 

pengam
bilan 

sam
pah 

rum
ah 

tangga. 

(2) 

Objek 

pungutan 

desa 

lainnya 

yang 

sah 

dan 

sesuai 

dengan 

peraturan 

B
A

B
 

V
 

RINCIAN 

DAN 

BESARAN 

PUNGUTAN 

D
ESA

 

Pasal 
7 

(1) 

Pungutan 

terhadap 

sew
a 

(2) 

Besaran 

pungutan 

desa 

lainnya 

sesuai 

peraturan 

perundang 

undangan 

yang 

berlaku 

yaitu: a. pungutan 

penggunaan 
air 

bersih 

spam
des 

sebagai 

berikut: 

: Rp. 
2.000, 

1. penggunaan 
0

-
20 
m3 

: Rp. 
2.500, 

2. penggunaan 
21 
- 40 
m3 

: 3. penggunaan 

4
1

-
60 
m3 

: Rp. 
3.500, 

4. 

penggunaan 
>61 
m3 

5. beban 

penggunaan 
per 

bulan 
Rp. 

3000, b. 

Iuran 

pengam
bilan 

sam
pah 

rum
ah 

t¡ngga 

per 

rum
ah 

sebesar 

Rp.7.000,-
per 
bulan. (3) 

Tarif 

pungutan 
di Desa 

Karanggedong 

sudah 

berdasarkan 

pada 

asas kepatutan, 

keadilan, 

dan 

kew
ajaran. 

desa. 

aset 

desa 

akan 

diatur 

lebih 

rinci 

dalam
 Perdes 

Pungutaan 

Aset 

D
esa. 

Rp. 
3.000, 



wilayalh 

Pungutatn Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan di Desa Karanggedong 

Temanggung. 

BAB VI 

WILAYAH PEMUNGUTAN 
Pasal 8 

Kecamatan 

BAB VII 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 9 

Dungutan desa berupa uran penggunaan air bersih dipunnt 
menggunakan kwitansi resmi dari spamdes berdasarkan kuth rmetar 
penggunaan air bersih. 

(2) Pungutan desa berupa iuran pengambilan sampah rumah tangga 
dipungut oleh petugas di masing-masing RT. 

kelola sampah. 

BAB VIII 

PEMBAYARAN 

Pasal 10 

Ngadirejo Kabupaten 

(1) Setiap pengguna yang dikenakan pungutan, dapat membayar 
pungutan kepada petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa. 

(2) Hasil pungutan oleh Petugas disetorkan kepada Bendahara Desa yang 
dibuktikar, dengan kwitansi setoran dari Bendahara Desa. 

BAB IX 

PELAKSANA PUNGUTAN DESA 

Pasal 11 
") remerintah Desa mempunvai kewenangan dalam pelaksanaan 

pungutan Desa. 
(2) Pelaksana puungutan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 

") dlaksanakan dan dikelola oleh Tim Sewa yang ditunjuk oen 
Kepala Desa dan disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. 

(3) Pelaksana pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 
(2) adalah pelugas perorangan, yang telah ditunjuk oleh BUM Desa selaku pengelola air bersih dan 

karyawan, atau kelompok masyarakat 



BAB 
VI 

W
ILAYAH 

PEM
U

N
G

U
TA

N
 

Pasal 
8 

K
abupaten 

Ngadirejo 

K
ecam

atan 

Pungutan 
D

esa Desa Temanggung. 
wilayah 

B
A

B
 

VII 

TA
TA

 
CA

RA
 

PEM
U

N
G

U
TA

N
 

Pasal 
9 

(1) 

Pungutan 

desa 

berupa 

iuran 

penggunaan 
air 

bersih 

dipungut 

m
enggunakan 

kw
itansi 

resm
i 

dari 

spam
des 

berdasarkan 

kwh 

meter penggunaan 
air 
bersih. (2) 

Pungutan 

desa 

berupa 

iuran 

pengambilan 

sam
pah 

rum
ah 

tangga dipungut 

oleh 

petugas 
di m

asing-m
asing 

RT. 
PEM

BAYARAN 
BAB 
V

II 
Pasal 
1

0
 

(1) 

Setiap 

pengguna 

yang 

dikenakan 

pungutan, 

dapat 

membayar (2) 

Hasil 

pungutan 

oleh 

Petugas 

disetorkan 

kepada 

Bendahara 

Desa 

yang dibuktikan 

dengan 

kw
itansi 

setoran 

dari 

Bendahara 

Desa. 

BAB 
IX 

PELAKSANA 
PUNGUTAN 
DESA Pasal 

11 

m
em

punyai 

kewenangan 

dalam
 

pelaksanaan 

(1) 
Pem

erintah 
Desa pungutan 

Desa. 
pelugas 

perorangan, 

karyawan, 

atau 

kelom
pok 

masyarakat 

sebagaim
ana 

dim
aksud 

dalam
 

pasal 
7 dilakukan 
di 

Karanggedong 

pungutan 

kepada 

petugas 

yang 

ditunjuk 
oleh 

Pemerintah 

Desa. 

14 FelakSana 

pungutan 

Desa 

sebagaim
ana 

dim
aksud 

pada 

Pasal 

7 ayat (
)
 

dilaksanakan 

dan 

dikelola 

oleh 

Tim
 

Sewa 

yang 

ditunjuk 

oleh Kepala 

Desa 

dan 

disahkan 

dengan 

Surat 

Keputusan 

Kepala 

Desa. Pelaksana 

pungutan 

Desa 

sebagaim
ana 

dim
aksud 

pada 

Pasal 

7 ayat 

yang 

telah 

ditunjuk 

oleh 

BUM
 

Desa 

selaku 

pengelola 
air 

bersih 

dan kelola 
sam

pah. 



Des
a 

di
la

ks
an

ak
an

 

ole
h 

Ca
m

at.
 

(2) 
Pe

mb
ina

an
 

ter
ha

da
p 

pro
ses

 

pe
re

nc
an

aa
n dan 

pe
la

ks
an

aa
n 

Pu
ng

ut
an

 Pa
sal

 15
 

PE
MB

INA
AN

, 

PE
NG

AW
AS

AN
, DAN 

PE
RT

AN
GG

UN
GJ

AW
AB

AN
 

BAB
 X

I 

dip
ert

an
gg

un
gja

wa
bk

an
. 

dil
ak

san
ak

an
 

me
lalu

i 

ad
mi

nis
tra

si yan
g 

ter
tib

 dan 

ter
atu

r 

ser
ta 

dap
at 

Ke
gia

tan
 

yan
g 

be
rhu

bu
ng

an
 

den
gan

 

pe
lak

san
aan

 

pu
ng

uta
n Des

a Pas
al 1

4 

PE
NG

EL
OL

AA
N DAN 

PE
MA

NF
AA

TA
N 

BAB
 X

I kel
ola

 
sam

pah
. 

me
nge

val
uas

i 

pel
aks

ana
an 

keg
iata

rn 

pen
gel

ola
an air 

ber
sih

 dan 

d.
 

me
ngo

ord
ina

si, 

me
nge

nda
lika

n, 

me
me

liha
ra, 

me
nga

wa
si dan 

C
. 

me
ngk

aji 

pen
dap

ata
n 

pun
gut

an Des
a; dan 

me
lak

uka
n 

terh
ada

p 
pel

ang
gan

 

pei
nel

iha
raa

n 

air 

pem
elih

ara
an 

ter
had

ap 

sar
ana

 

pra
sar

an 

keb
ers

iha
n; 

pel
ang

gan
 

ber
ma

sal
ah,

 

me
nca

ri 

pel
ang

gan
 

bar
u, 

me
lak

uka
n 

pem
bay

ara
n iura
n 

keb
ers

iha
n, 

me
lak

uka
n 

eva
lua

si 

terh
ada

p 

me
ngk

oor
din

ir 

pem
bay

ara
n air 

bul
ana

n, 

me
lak

uka
n 

eva
lua

si 

yan
g 

dan 

kel
ola

 

sam
pah

 

me
lipu

ti, 

me
nca

ri 

pel
ang

gan
 air 

ber
sih

 

bar
u, 

b.
 

me
lak

san
aka

n dan 

me
ngo

ord
ina

si 

keg
iata

n 

pen
gel

ola
an air 

ber
sih

 

ter
ha

da
p 

be
rm

as
ala

h, 

sa
lu

ra
n air

 

me
ngk

oor
din

ir 

be
rsi

h, 

sam
pah

; 
a.

 

me
nyu

sun
 

ren
can

a 

pro
gra

m ker
ja 

bid
ang

 air 

ber
sih

, dan 

kel
ola

 (5) 
me

mp
uny

ai tug
as 

: 

(9) 
Pe

lak
san

a 

pu
ng

uta
n Des

a 

seb
ag

aim
an

a 

dim
aks

ud
 

dal
a1n

 

Pas
al 

7 
aya

t 

me
ng

eva
lua

si 

pe
lak

san
aan

 

keg
iata

n 

pe
ng

elo
laa

n sew
a ase
t. 

d.
 

me
ngo

ord
ina

si, 

me
nge

nda
lika

n, 

me
me

liha
ra, 

me
ng

aw
asi

 dan 

c.
 

me
ngk

aji 

pen
dap

ata
n 

pun
gut

an Des
a; dan 

desa
 

me
lipu

ti 

me
nca

ri 

pen
yew

a, 

me
ng

ko
ord

ini
r 

pe
mb

ay
ara

n sew
a: 

b.
 

m
ela

ks
an

ak
an

 dan 

m
en

go
or

din
as

i 

ke
gia

tan
 

pe
ng

clo
laa

r1 sew
a aset
 

a.
 

me
ny

us
un

 

ren
ca

na
 

pro
gra

m ker
ja 

bid
an

g sew
a 

ase
t: 

(4) 
me

mp
un

ya
i 

tug
as:

 
) 

Pe
la

ks
an

a 

pu
ng

ut
an

 

De
sa 

sc
ba

ga
im

an
a 

di
m

ak
su

d 

da
lam

 

Pa
sal

 7 
ave

.t 

Pa
sa

l 1
2 



Des
a 

di
lak

sa
na

ka
n 

ole
h 

Ca
ma

t. 

pe
ren

ca
na

an
 dan 

Pa
sal

 1
5 DAN 

BAB
 XII 

dip
ert

an
gg

un
gja

wa
bk

an
. 

dil
ak

san
ak

an
 

me
lal

ui 

ad
m

in
is

tra
si

 

yan
g 

ter
tib

 

dan 

te
ra

tu
r 

ser
ta 

da
pa

t Keg
iata

n 
yang

 Pa
sal

 14
 

PE
NG

EL
OL

AA
N DAN

 
PE

M
AN

FA
AT

AN
 

BAB
 X

I 

kel
ola

 
sam

pa
h. 

me
ng

eva
lua

si 

pe
lak

san
aa

n 

ke
gia

tan
 

pe
ng

elo
laa

n air 

ber
sih

 dan 

d.
 

me
ng

oo
rdi

nas
i, 

me
ng

en
da

lik
an

, 

me
me

lih
ara

, 

me
ng

aw
asi

 dan 

C
 

men
gka

ji 

pen
dap

ata
n 

pun
gut

an Des
a; dan 

pem
eli

har
aan

 

ter
ha

da
p 

sar
an

a 

pra
sar

an
 

ke
be

rsi
ha

n: 

pel
ang

gan
 

be
rm

asa
lah

, 

me
nc

ari
 

pe
lan

gg
an

 

bar
u, 

ne
lak

uk
an

 

pem
baya

ran iura
n 

ev
alu

asi
 

ke
be

rsi
ha

n, 

me
lak

uk
an

 

ter
ha

da
p 

b.
 

mel
akuk

an 
terh

ada
p 

pel
ang

gan
 

pei
nel

iha
raa

n 

air 

me
ng

ko
ord

ini
r 

pe
mb

ay
ara

n air 

bu
lan

an,
 

me
lak

uk
an

 

eva
lua

si 

ter
ha

da
p 

dan 

kel
ola

 

sam
pah

 

me
lip

uti
, 

me
nc

ari
 

pe
lan

gg
an

 air 

ber
sih

 

bar
u, 

me
lak

san
ak

an
 dan 

me
ng

oo
rdi

na
si 

ke
gia

tan
 

pe
ng

elo
laa

n air 
ber

sih
 

yan
g 

be
rm

as
ala

h, 
m

en
gk

oo
rd

in
ir 

sam
pah;

 men
yusu

n 

ren
ca

na
 

pro
gra

m ker
ja 

bid
ang

 air 

be
rsi

h, dan 

kel
ola

 (5) 

mem
puny

ai tuga
s 

: 

d.
 

me
ng

oo
rdi

na
si, 

me
ng

end
alik

an,
 

m
en

ga
w

as
i dan 

me
ngk

aji 

pen
dap

ata
n 

pun
gut

an Des
a; dan desa 

mel
iput

i 
a.

 

meny
usun

 

ke
rja

 

bid
an

g 

(4) 
me

mp
un

ya
i 

tug
as:

 
w

 

Pela
ksan

a 

pun
gut

an Desy
 Pa

sa
l 1

2 

pro
ses

 

pe
lak

san
aa

n 
Pu

ng
uta

n 

(1) 
Pe

mb
ina

an
 

ter
ha

da
p 

PE
RT

AN
GG

UN
GJ

AW
AB

AN
 

PE
MB

INA
AN

, 
PE

NG
AW

AS
AN

, 

be
rh

ub
un

ga
n 

den
gan

 
pe

lak
sa

na
an

 
pu

ng
uta

n Des
a 

sa
lu

ra
n air 

be
rs

ih
, 

m
em

eli
ha

ra,
 

2)
 

Pela
ksan

a 

pun
guta

n ayat
 

dal
a1n

 

Des
a 

se
ba

ga
im

an
a 

dim
ak

su
d 

Pas
al 

7 

meng
evalu

asi sewa 
pelak

sana
an 

ke
gia

tan
 

pe
ng

elo
laa

n ase
t. 

pe
mb

ay
ara

n 

sew
a; 

i 
me

nca
ri 

pe
ny

ew
a, 

me
ng

ko
ord

ini
r 

b.
 

me
lak

san
ak

an
 dan 

m
en

go
or

din
as

i 

ke
gia

tan
 

pe
ng

elo
laa

n sew
a aset

 

sew
a 

re
nc

an
a 

pr
og

ram
 

ase
t; 

se
ba

ga
im

an
a 

di
m

ak
su

d 

da
lam

 
Pa

sal
 7 

aya
t 



(2) 

Pengawasan 

terhadap 

pungutan 

DeHu 

dilakukun 

oleb 

31D, 

Desa 

dilaksanakan 

oleh 

pelaksana 

pungutn 

Desa 

ebagim
nm

 

(3) 

Pertanggungjaw
aban 

pendapalan 

DeAa 

yang 

branal 
d p

u
l
n

 

dim
aksud 

dalam
 

Pasal 
8 kepuda 

Kepala 

Desu 

H
elup 

uklhir 

la
lw

 BAB 
XIII KETENTUAN 

PENUTUP 

Pasal 
12 Peraturan 

Desa 
ini 

m
ulai 

berlaku 

pada 

tanggal 

liundangkan. 

Agar 

setiap 
orang 

Ditelapkan 
di Karnnggedong 

pada 

Tanggal 
27 

M
arel 

202:3 KEPAJA 
DESA 
KARANGGEDONG, 

W
AHYU 

W
IDIYANTA 

APSA 

Diundangkan 
di 
KARANGGEDONG 

pada 

tanggal 
27 

M
aret 

2023 SEKRETARÍS 
DESA 
KARANGGEDONG, 

BONDHAN 
RUKMASARI 

LEM
BARAN 

DESA 
KARANGGEDONG 

mengetahuinya, 

m
em

erintahkan 
pengundangan 

Peraturan 

Desa 

ini 

dengan 

penem
patannya 

dalam
 

Lem
barAn 

Desa Karanggedong. 

N
O

M
O

R
3 

TA
H

U
N

 
2023 
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